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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATlJ,FAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 345 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KFRJA
UNIT PENGELOLA PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 1:2
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daeran dan Pasal 71 ayat (2)
Peraturan 13ubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dina, Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanfl Keuangan Negara;

2. Undan~I-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terlang Sistem Pendidikan
Nasion~i1;

3. Undan9-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara:

4. Unda:lQ-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebaga:mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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9. Undang-Jndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerin1.ahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
PeratLlran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
.Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah;

13. Peraturall Pemerintah Nomor 38 Tahun 200~' tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, F'emerintahan Daerah
Provinsi clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
NegaralDaerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Or9anisasi
Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedol1,lan Pengelolaan Keuangan Daerah seba';)aimana telah diubah
deng~r Pmaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;..

I
18. Peratu'ran Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola

Organisasi Perangkat Dearah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 te,ltang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PLANETARIUM DAN
OBSERVATORIUM.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adala!' Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah D'aerah.

l
"
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3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
~

4. Sekretari'ilt Daerah adalah Sekretariat dan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah,Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

11. Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium adalah Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium Dinas Pendidikan.

12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium
Dinas Pendic1ikan.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Unit Kerja P~rangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.,

15. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi .tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

16. Pegawai Ne!)eri Sipil adalah Warga Negara Indoresia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oler ::Jejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

17. Pegawai Pe.llerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Planetarium dan
Observatoriu~l.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

(1) Unit Pell~elola Planetarium dan Observatorium merupakan Unit
Pelaksana" Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pengelolaan
planetarium dan observatorium.

(2) Unit Pengnlola Planetarium dan Observatorium dipimpin oleh seorang
Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal4

(1 ) Unit Pengelola
melaksanakan
keantariksaan.

Planetarium dan Observatoriul11 mempunyai tugas
penyebarluasan ilmu pengetahuan astronomi dan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Penge.lola Planetarium dan Observatorium menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit PE,ngelola Planetarium dan Observatorium

C. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium;

d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan I<emitraan dengan
SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan lembaga lainnya.

e. penY'3lnnggaraan pertunjukan teater bintang atau simulasi
menarr.pakkan benda-benda dan peristiwa langit dengan
mengg,makan peralatan Planetarium;

f. pelaksanaan pameran gambar dan model tentang bumi, benda­
benda :angit, wahana antariksa dan peralatan astronomi;

g. pelak~,clnaan kegiatan peneropongan benda langit untuk umum;

h. pela'ks~naan perekaman dan pendokumentasian berbagai peristiwa
astronomis;

i. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan mengenai ilmu
pengetahuan bumi dan antariksa kepada guru dan peserta didik
dalam proses belajar mengajar;

j. pelaksclnaan kerjasama dengan lembaga sejenis di dalam dan diluar
negeri;

k. pelakscnaan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan perawatan
per81atan pertunjukan dan obeservatorium;

I. penyebarluasan informasi, promosi dan pub ikasi planetarium dan
obeserl'atorium;

m. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pernbukuan, penyetoran.
pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit
Pennelola Planetarium dan Observatorium;
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n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium;

o. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium;

p. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Planetarium dan
Obser:vatorium;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium;

r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola
Plane~arium dan Observatorium;

s. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Planetarium dan
Obser:vatorium;

t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium; dan

u. pel,apCiran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Planetarium dan Observatoriurn.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Planetarium dan Observatoriurn terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan Pelaksana Teknik;

d. Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi; dan

. e. Subkelornpok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Planetariurn dan
Observatoriurn sebagaimana tercanturn dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua

I

Kepala Unitmempunyai tugas :

Kepala Unit

Pasal6

a. memimpin dan rnengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan
Pelaksana clan Subkelompok Jabatan Fungsional;
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c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPO/UKPO dan/atau
Instansi Per,lerintah/Swasta dalam rangka pelaks3naan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

. '. Pasal7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan
administrasl' Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Unit Penlgelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksarakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Penoelola Planetarium dan Observatorium s"suai lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja
dan ang(;aran Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana ,:;trategis serta dokumen pelaksanaan arggaran Unit Pengelola
PlanetariJm dan Observatorium;

e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola
Planetari'Jm dan Observatorium;

f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pernbukuan, penyetoran,
pelapora.. dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium;

h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit
Penge'lol.3 Planetarium dan Observatorium;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium;

j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Planetarium
dan Obsmvatorium;

k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
penatau~.ahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;

I. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyal.l1~lTIan kantor Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium;

m. melaksahakan pengelolaan teknologi infonnasi Unit Pengelola
Planetari'.Jm dan Observatorium;
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n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola
PlanetariCim dan Observatorium;

o. mengoor:Jinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
akuntabiltas Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tug as
Subbagian Tata Usaha;

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Teknik

Pasal 8

(1) Satuan Pela!<sana Teknik merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium dalam p'olaksanaan kegiatan
pemeliharac:.n, perawatan dan penyiapan peralatan teknis Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium.

(2) Satuan Pelaksana Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pel2)ksana Teknik mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyu~,un bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. menyw;un rencana kebutuhan peralatan operasional pertunjukan;

e. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan teknis, antara lain
peralatan elektronik, proyektor dan teropong bintang;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan teknis peralatan teknis
Planetc:r:um dan Obervatorium;

g. melaks3nakan kegiatan pemeliharaan dan per3watan peralatan teknis,
antara lain peralatan elektronik, proyektor dan teropong bintang;

h. menyiapkan bahan laporan Unit Pengel,)la Planetarium dan
Observatorium yang terkalt dengan tugas Satuan Pelaksana Teknik; dan

i. melapo(kan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Teknik.
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Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pertunjukan dan Publikasi

Pasal 9

(1) Satuan Peliiksana Pertunjukan dan Publikasi merupakan Satuan Kerja lini
Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium dalam pelaksanaan
kegiatan 'pertunjukan dan publikasi Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium.

(2) Satuan Pelaksana pertunjukan dan publikasi dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelc:ksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural.

(4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pela~sana Pertunjukan dan Publikasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnY'3;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen ;)elaksanaan anggaran
Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnyl1;

c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. menyuslJJl rencana penyelenggaraan pertunjukan Planetarium, Multi
Media dan Pameran serla kegiatan Observatorium'

e. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan
SKPD/vKPD, instansi pemerintah, swasta dan lembaga lainnya;

f. melaks8nakan pengumpulan data untuk penelitian dari sumber hasil
peneropongan, pemotretan, media cetak elektronika tentang bend a
langitlbumi dan antariksa;

g. menyediakan data astronomis dari hasil penelltian untuk memberikan
pelayanan informasi kepada masyaraka~, serta mengelola
perpust2kaan khususnya dalam khasanah astronomi;

h. melaksanakan pertunjukan Planetarium, Multi Media, Pameran;
•

i. melal(sanakan kerja sama dengan lembaga sejenis di dalam negeri
dan luar negeri;

j. menyusun perencanaan publikasi dan pemasaran Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium;

k. menyusun konsep dan desain perangkat lur,ak acara pertunjukan
Planetarium;

I. melaksanakan kerjasama dengan lembaga ke Pariwisataan dan
lembagc-Iembaga lainnya untuk pengembangan pemasaran;

m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium yang terkait dengan tugas Satuan Pelaksana
Pertunjukan dan Publikasi; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksa la Pertunjukan dan Publikasi.
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Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Unit Per.lgelola Planetarium dan Observatorium dapat mempunyai
Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas dalarn susunan organisasi struktural Unit Pengelola Planetarium dan

I
Observatonum.

Pasal 11

(1 )

(2)

(3)

(4)

Dalam 'rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas Pendidikan.,

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan
di bawal1 dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Ketua 8ubkelompok Jabatan Fungsional sebagu.mana dimaksud pada
ayat (2)' diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat
fungsional ~Iang berkompeten dan berintegritas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium diatur dengan Peraturan Gubernur
sebagai. bElgian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan
sesuai den!)an ketentuan peraturan perundang-unclangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Uni: sebagaimana dimaksucl c1engan Pasal 6 merupakan Jabatan
Struktural Eselon III A.

I

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 7 ayat
(2) merupa~.an Jabatan Struktural Eselon IV A.

.:. BAB VI

TATA KERJA

Pasal13

(1) Dalam molaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium wajib taat dan berpedoman padCl Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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(2) Kepala ; Unit mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja
dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium.

Pasal14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua
Subkelompok .,Jabatan Fungsional dan Pegawai pad a Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efesiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan,
memberikah bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dHn menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua
SUbkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pad a Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium wajib mengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, K,epala Subbagian, para Kepala Satua:" Pelaksana dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan m'asirlg-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan
apabila menernukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala SHtuan Pelaksana, Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegaw2i pada Unit Pengelola
Planetarium dan Observatorium wajib menyampaikan laporan dan kendala
pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yahg menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing,

Pasal18

(1) Sekretarial: Daerah melalui Biro Organisasi clan RB melaksanakan
pembinaar' kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium sebagai
bagian da;i pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan
reforma:;i birokrasi Dinas Pendidikan.

(2) Ketentuim lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) 'dicltur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal19

(1) Pegawai pada Unit Pengelola Planetarium dan Observatorium merupakan
PegawahAparatur Sipil Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

I,

(3) Dalam : pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola
Planetari.um dan Observatorium mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pel3ksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundanrl-undangan keuangan
negara/dae:-ah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Planetarium dan Observatorium r,lerupakan pendapatar,
Daerah.

(2) Pengelolaa'l pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
dilaksanakclrl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang keuilngan negara/daerah.

BABIX

ASET

Pasal 22

(1) Aset y;Hl(1 dipergunakan oleh Unit Pengelolil Planetarium dan
Observatorium sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan ase!
daerah dengan stastus kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
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(2) Pengeloaan, aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang·undangan bidang keuangan negarafdaerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang penge10laan barang milik
negarafdaerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam b8ntuk pemberian, hibah
atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Planetarium dan
Observatorium dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan
penerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutn (a dilaporkan kepada
Gubernur rnelalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umurn Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILlTA.S

Pasal24
\

(1) Unit Pengelola Planetarium dan Observatori.Jm menyusun dan
menyampail.\an laporan berkala tahunan, semester. triwulan, bulanan
danfatau seivaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. barang:

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatar..

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas. Unit Pengelola Pla'netarium dan Observatorium
mengembangkan sistem pengendalian internal seba9ai bag ian dari sistem
pengendalian internal Dinas Pendidikan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan lerhadap Unit Pengelola Planetarium dan Observatoriurn
dilaksanakan oleh:

a. Lembaga tJegara yang mempunyai tugas meme 'iksa pengelolaan dan
tanggun!~ j<~wab keuangan Negara; dan

b. Aparat F'engawasan Intern Pemerintah.
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BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan
Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai
kebutuhan, kE.lmampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 28

dengan
dengan

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
43 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Planetariurn
dan Observatorium dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukola Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA
Dillndangkan di Jakarta
p"da tanggal 31 Desember 20'14

SEKRETARIS DAERAH PFtOVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFLJLLAH

BERITA DAERAH PROVIN:31 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62212


